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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 -

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OENOEN PRATIWI, 5.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. OYO SUNARYO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Februari 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
a. Persentase perkara yang diselesaikan 80%
Terwujudya Peradilan yang tepat waktu
E Pasti Transparan dan
Akuntabel b. Persentasi perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding 32%
- Kasasi 27%
c. Index persepsi pencari keadilan 65%
yang puas terhadap layanan
peradilan.
5. Peningkatan Efektifitas Persentse Salinan putusan yang di 65%
Pengelolan Penyelesaian sampaikan kepada para pihak tepat
Perkara waktu.
3 Meningkatnya Akses Peradilan | a. Persentase Perkara Prodeo yang 60%
Bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan
b. Persentse Pencari Keadilan
67%
Golongan Tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum
( Posbakum )
4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara TUN yang 50%

Terhadap Putusan Pengadilan

ditindaklanjuti




Kegiatan Anggaran

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 15.896.553.000.-
Keuangan Badan Urusan Administrasi
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp. 81.750.000,-

dan Tata Usaha Negara

Jakarta, 21 Februari 2025

Pihak Kedua —Pjhak Pertama
Ketua Ff&rtgadllan Tinggi Tata Usaha atiia Pen

NIP 195806!0 985031001 NIP ]972!0261992032001.



